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PENGANTAR

Mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FIA UI. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 5 (lima). Mata kuliah ini melengkapi kompetensi mahasiswa terkait dengan teori-teori pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta metode pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta fungsi, justifikasi pemungutan,asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak, jenis dan penggolongan pajak daerah propinsi dan kabupaten/kota, objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, hapusnya hutang pajak, sistem perpajakan, dan metode pemungutan pajak. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutang serta melaksanakan kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak.

Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa mempelajari berbagai literatur dan materi ajar yang relevan. Di samping itu, mahasiswa juga akan melakukan simulasi penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses penilaian dilakukan melalui tes kecil, tugas individu, makalah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.   

Depok, April 2017

Indriani, SE, MA

BAB I

INFORMASI UMUM

1. Nama Program Studi / Jenjang

: Administrasi Fiskal / S1

2. Nama Mata Kuliah


: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Kode Mata Kuliah



: 

4. Semester ke-



: 5 (lima)

5. Jumlah SKS



: 2 (dua)

6. Metoda Pembelajaran


: Ceramah, Simulasi, dan Diskusi

7. Mata Kuliah Prasyarat


: Pengantar Perpajakan

8. Pendukung Mata Kuliah


: Bahasa Inggris

9. Integrasi Antara Mata Kuliah

:

Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah perpajakan yang melengkapi kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak di Indonesia. Dalam mata kuliah lain seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Property, mahasiswa juga mempelajari tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak terkait dengan jenis pajak yang bersangkutan.   

10. Deskripsi Mata Kuliah 


:

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memperhitungkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang terutang sesuai dengan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ruang lingkup yang dibahas dan dilatihkan dengan ceramah, simulasi dan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok kecil (small group discussion). Bahasa yang dipergunakan dalam mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia.
BAB 2
KOMPETENSI  (CAPAIAN PEMBELAJARAN)

MATA KULIAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2.1 Kompetensi (Capaian Pembelajaran Terminal)

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mensimulasikan hak dan kewajiban perpajakan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (C3, A2)

2.2 Subkompetensi (Capaian Pembelajaran Penunjang)

2.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan teori/ konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( C1, A1)
2.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (C1, A1)
2.2.3 Mahasiswa mampu menghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang (C2, A2)
2.2.4 Mahasiswa mampu mensimulasikan prosedur pelaporan, keberatan dan banding( C3, A2)
2.3 Bagan Alir Kompetensi




BAB 3
BAHASAN DAN  RUJUKAN

3.1 Kompetensi/Subkompetensi, Pokok Bahasan, Subpokok Bahasan, Estimasi Waktu, dan Rujukan

	Kompetensi/ Subkompetensi
	Pokok Bahasan
	Subpokok Bahasan
	Estimasi Waktu (jam)
	Rujukan

	Mahasiswa mampu menjelaskan teori/ konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keuangan Daerah


	Teori dan konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Keuangan Daerah
	Teori dan konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Keuangan Daerah
	1,5
	Roy V Bahl,

Richard Bird,

Nick Devas

	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


	Dasar Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	· Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

· Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

· Tax Base
· Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	4,5
	Roy V Bahl,

Richard Bird,

Nick Devas
Peraturan Terkait

	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang


	Penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang
	· Penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	12
	Roy V Bahl,

Richard Bird,

Nick Devas

Peraturan Terkait

	Mahasiswa mampu mensimulasikan prosedur pelaporan, keberatan dan banding
	Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia
	· Prosedur Pelaporan

· Prosedur Keberatan

· Prosedur Banding
	3
	Samudra,

Sidik,

Peraturan Terkait


3.2 Daftar Rujukan

1. Bahl, Roy V. dan Johannes F. Linn. Urban Public Finance in Developing Countries. New York : Oxford University Press Inc., 1992. (RVB-JFL)

2. Bird, Richard dan Francois Vaillancourt. Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000. (RB-FV) 

3. Cnossen, Sijbren. Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving. New York : Oxford University Press, 2005. (SC) 

4. Davey, K.J.. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988. (KJD) 

5. Devas, Nick. et.al.. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1989. (ND) 

6. Fisher, Ronald C.. State and Local Public Finance. Chicago : Irwin, 1996. (RCF) 

7. Ikhsan, M. dan Roy V. Salomo. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta : STIA LAN Press, 2002. (MI-RVS) 

8. Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing, 2006. (PK-AP) 

9. MacMaster, James. Urban Financial Management: A Training Manual. Washington D.C.: The World Bank, EDI Technical Materials, 1994. (JMM) 

10. Petersen, John E. dan Dennis R. Strachota (Ed.). Local Government Finance : Concept and Practice. Chicago : Government Finance Officers Association of United States and Canada, 1991. (JEP-DRS) 

11. Prakosa, Kesit Bambang. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press, 2005. (KBP) 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (UU No. 32/2004) 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (UU No. 33/2004) 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (UU No. 28/2009) 

BAB 4
TAHAP PEMBELAJARAN

	Kompetensi/

Subkompetensi
	Tahap Pembelajaran
	Media Teknologi

	
	O

(%)
	L

(%)
	U

(%)
	

	2.2.1
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil terkait dengan materi (50%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat (20%)
	Proyektor, laptop

	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Proyektor, laptop

	2.2.3


	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri tentang praktik menghitung Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhutang  (60%)
	Pembahasan tugas meghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang oleh Pengajar (20%)
	Proyektor, laptop

	2.2.4
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri  tentang simulasi pelaporan, keberatan dan banding (50%)
	Tanggapan dari Pengajar atas diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri (20%)
	Proyektor, laptop


BAB 5
RANCANGAN  TUGAS  LATIHAN

5.1 Tujuan Tugas (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)
Jenis tugas yang akan diberikan dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas mandiri  dan tugas kelompok. Melalui pemberian tugas mandiri dan kelompok,  mahasiswa diharapkan mampu memahami teori/ konsep-konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang relevan serta mampu mempraktikkan konsep-konsep tersebut.

Tabel Uraian Tugas

	Kompetensi/

Subkompetensi
	Penugasan*
	Ruang Lingkup
	Cara Pengerjaan
	Batas Waktu
	Luaran Tugas yang Dihasilkan

	2.2.1
	Prosedur pelakanaan berbagai kewajiban dan pemenuhan berbagai hak perpajakan
	Membaca Undang-Undang Perpajakan, Menentukan pasal-pasal atau ketentuan perpajakan yang tepat
	Membaca bahan acuan, membuat bahan presentasi, diskusi Kelompok 
	1 minggu 
	Kertas Kerja Kelompok berupa bahan presentasi dan naskah ringkasan sejumlah 10 halaman A4 



	2.2.2
	Penjabaran obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Membaca Undang-Undang Perpajakan, atau ketentuan perpajakan yang terkait Implementasi obyek, subyek, DPP dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Membaca bahan acuan, tugas Individual di rumah (PR)
	1 minggu
	Kertas Kerja Individu berupa naskah ringkasan sejumlah 10 halaman A4

	2.2.3
	Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang


	Membaca bahan Undang-Undang Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan,penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Diskusi Kelompok dan Tugas Individual di rumah (PR)
	1 minggu
	Kertas Kerja Kelompok berupa bahan presentasi dan naskah ringkasan sejumlah 10 halaman A4 



	2.2.4
	Simulasi prosedur pelaporan, keberatan dan banding
	Membaca Undang-Undang Perpajakan Menentukan pasal-pasal atau ketentuan perpajakan yang tepat terkait prosedur pelaporan, keberatan dan banding
	Diskusi Kelompok dan Tugas Individual di rumah (PR)
	1 minggu
	Kertas Kerja Kelompok berupa bahan presentasi dan naskah ringkasan sejumlah 10 halaman A4 




Catatan: *Contoh tugas terlampir.
5.2 Kriteria Penilaian

Nilai akhir tugas diberikan dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

Kriteria penilaian ringkasan adalah ketercakupan materi dan alur penulisan ringkasan. Akan lebih baik apabila mahasiswa dapat mempergunakan skema/bagan untuk menggambarkan ringkasan materi.
BAB 6

EVALUASI HASIL PEMELAJARAN

6.1 Evaluasi Akhir

	BENTUK
	INSTRUMEN
	FREKUENSI
	BOBOT (%)

	Tugas Individu
	Lembar penilaian
	4 
	15

	Tugas Kelompok
	Tes
	4
	15

	Kuis
	Soal ujian
	2
	10

	UTS
	Soal ujian
	1 
	30

	UAS
	Soal ujian
	1
	30

	Total 
	
	
	100


6.2 Asesmen
	Kompetensi
	Ranah dan Tingkatan
	Jenis Asesmen (Per Setiap Kompetensi)
	Nilai Kelulusan

	2.2.1
	C1 (menjelaskan)
	· Evaluasi kelompok;

· Evaluasi presentasi
	Nilai minimal: 55

	2.2.2
	C2 (menjelaskan)
	· Latihan individual
	Nilai minimal: 55

	2.2.3
	C2 (menghitung)
	· Evaluasi kelompok;

· Evaluasi presentasi;

· Latihan individual
	Nilai minimal: 55

	2.2.4
	C3 (mensimulasikan)
	· Evaluasi kelompok;

· Evaluasi presentasi;

· Latihan individual
	Nilai minimal: 55


6.3 Pedoman Kriteria Penilaian

Konversi nilai akhir mengikuti ketentuan konversi nilai yang berlaku di Universitas Indonesia sebagai berikut.

	Nilai Angka
	Nilai Huruf
	Bobot

	85—100 
	A
	4,00

	80—<85
	A-
	3,70

	75—<80
	B+
	3,30

	70—<75
	B
	3,00

	65—<70
	B-
	2,70

	60—<65
	C+
	2,30

	55—<60
	C
	2,00

	50—<55
	C-
	1,70

	40—<50
	D
	1,00

	<40
	E
	0,00


Kriteria Penilaian :
a. Nilai 85 – 100       :  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 90-100% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
b. Nilai 80 – 85        :
 :  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 80-85% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
c. Nilai 75 – 80   
:  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 75-80% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
d. Nilai 70 – 75  
: :  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 70-75% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
e. Nilai 65 – 70  
:  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 65-70% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
f. Nilai 60– 65   
Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 60-65% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
g. Nilai 55 – 60   
:  Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 55-60% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
h. Nilai 0 – 55   
:   Apabila mahasiswa dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, mampu melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjelaskan secara jelas berbagai konsep/teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prosedur/ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan dengan ketepatan 0-55% dari setiap pertanyaan dan persoalan yang diberikan dalam setiap penugasan.
BAB 7
SATUAN ACARA PENGAJARAN
	Perte-muan ke-
	Kompetensi/

Sub-kompetensi
	Tahap Pembelajaran
	Pokok Bahasan/

Subpokok Bahasan
	Media

Teknologi
	Rujukan



	
	
	O

%
	L

%
	U

%
	
	
	

	1
	2.2.1
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil terkait dengan materi (50%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat (20%)
	Teori dan Konsep Keuangan Daerah

	-Metode Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Ketentuan mengenai pungutan pajak daerah dan retribusi daerah

-Optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· MI-RVS, Ch. 4.

· KJD, Ch. 1 – 3.

· ND, Ch. 1 & 6.

· RB-FV Ch. 1.

· AAS Ch. 1 – 2.

	2
	2.2.1
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil terkait dengan materi (50%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat (20%)
	Teori dan Konsep Pajak Daerah
	1. Konsep Pajak Daerah
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah diindonesia

3. Dasar Pengenaan Pajak Daerah
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· MI-RVS, Ch. 4.

· ND, CH. 2.

· KJD, Ch. 4.

	3
	2.2.1
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil terkait dengan materi (50%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat (20%)
	Teori dan Konsep Retribusi Daerah
	1. Konsep Retribus Daerah

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah diindonesia

3. Dasar Pengenaan Retribusi Daerah  
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· RCF, Ch. 10.

· JEP-DRS, Ch. 8.

· MI-RVS, Ch.  7. 
· KJD, Ch. 9.

	4
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Ketentuan Formal Pemungutan Pajak Daerah
	-Hukum Pajak

-Saat terutang pajak

-Sistem Penetapan Pajak


	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· PK-AP, Ch. 8 – 9.

· KBP, Ch. 6.
· UU No. 23/2014.
· UU No. 33/2004.
· UU No. 28/2009.

	5
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Ketentuan Formal Pemungutan Pajak Daerah
	-Surat tagihan pajak
-Penagihan

-Keberatan dan Banding

-Pembukuan dan Pemeriksaan 

-Penyidikan
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· PK-AP, Ch. 8 – 9.

· KBP, Ch. 6.
· UU No. 23/2014.
· UU No. 33/2004.
· UU No. 28/2009.

	6
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	· Jenis -Jenis Pungutan atas kendaraan diindonesi

· Objek Pajak Kendaraan bermotor

· Pengecualian Objek PKB
-Subjek PKB

-Tarif dan DPP PKB

-Pembayaran dan Pelaporan 


	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· AAS, Ch. 4 – 5.

· RVB-JFL, Ch. 7.

· UU No. 28/2009.

	7
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	-Nama, Objek dan Subjek Pajak
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara perhitungan Pajak

-Masa dan saat terhutangnya pajak
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· AAS, Ch. 6.

· RVB-JFL, Ch. 7. 
· UU No. 28/2009.

	8
	Ujian Tengah Semester (UTS)

(Jadwal menyesuaikan dengan PPAA)

	9
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Reklame
	Subjek Pajak Reklame

-Objek Pajak Hiburan

-Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

-Masa Pajak pada saat terutang pajak

-Ketentuan Peralihan.
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· AAS, Ch. 10 – 11. 
· UU No. 28/2009.

	
	
	
	
	
	Pajak Hiburan
	-Subjek Pajak Hiburan
-Objek Pajak Hiburan

-Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

-Masa Pajak pada saat terutang pajak

-Ketentuan Peralihan.
	
	· 
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	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Hotel
	-Objek Pajak Hotel
-Subjek Pajak Hotel

-Wajib Pajak Hotel

-Tax Base dan Tax Formula Pajak Hotel
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· AAS, Ch. 7 – 8. 
· UU No. 28/2009.

	
	
	
	
	
	Pajak Restoran
	-Objek Pajak restaurant
-Subjek Pajak restaurant

- Tax Base dan Tax Formula Pajak Restaurant

	
	· 

	11
	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

-Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

-Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

-Tax Base dan Tax Formula Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· AAS, Ch. 13. 
· UU No. 28/2009.
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	2.2.2
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Praktik penjelasan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan latihan mandiri (60%)
	Ceramah berlangsung dengan baik, Mahasiswa mengerjakan Latihan dengan baik dan tepat (20%)
	Pajak Rokok
	-Characteristic of  Excise
-Pengaturan Pajak Daerah terhadap konsumsi rokok diindonesia

-The Basic Criteria Used to Evaluate Taxation
-Excise versus sales tax
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· SC, Ch. 2.

· UU No. 28/2009.
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	2.2.3
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri tentang praktik menghitung Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhutang  (60%)
	Pembahasan tugas meghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang oleh Pengajar (20%)
	Ketentuan Formal Retribusi Daerah di Indonesia
	- Tarif Pajak  Daerah diindonesia
-Menghitung Besarnya Pajak Daerah diindonesia
K
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· KBP, Ch 7
· UU No 23/2014

· UU No.33 /2004

· UU No.28/2009
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	2.2.3
	Penjelasan oleh Pengajar (20%)
	Diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri tentang praktik menghitung Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhutang  (60%)
	Pembahasan tugas meghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang oleh Pengajar (20%)
	Ketentuan Formal Retribusi Daerah di Indonesia
	- Tarif Retribusi  Daerah diindonesia

-Menghitung Besarnya Retribusi Daerah diindonesia


	Infocus

Komputer

Whiteboard
	· KBP, Ch 10

· UU No 23/2014

· UU No.33 /2004

· UU No.28/2009

	15
	2.2.4
	Penjelasan oleh Pengajar (30%)
	Diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri  tentang simulasi pelaporan, keberatan dan banding (50%)
	Tanggapan dari Pengajar atas diskusi kelompok kecil dan Latihan Mandiri (20%)
	Metode Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	-Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah
-Strategi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
	Infocus

Komputer

Whiteboard
	JMM
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	Ujian Akhir Semester (UAS)

(Jadwal menyesuaikan dengan PPAA)


LAMPIRAN
CONTOH SOAL

SOAL I (Bobot 25% - sesuai dengan SAP No. 11)

Keberhasilan pemungutan PABT dalam melaksanakan fungsi regulerend dapat dilihat dari penetapan Harga Dasar Air (HDA), kebijakan penetapan HDA (pricing policy) menentukan besarnya beban pajak yang harus dibayar. Penetapan kebijakan HDA progresif adalah merupakan salah satu perlakuan perpajakan yang cukup efektif mendukung keberhasilan fungsi regulerend tersebut, lokasi penggunaan air juga membawa pengaruh yang cukup dominan dalam penentuan HDA, hal ini karena faktor penentu HDA adalah Nilai Perolehan Air (NPA).

PT. AMANAH sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil dan tergolong sebagai industri besar mengkonsumsi Air Bawah Tanah rata-rata sebanyak 8500 m3 per bulan, lokasi perusahaan berada dalam jangkauan PAM.

Sejak tahun 2014 perusahaan lebih mengkonsumsi air yang bersumber dari PAM, namun seiring dengan semakin mahalnya Harga Dasar Air (HDA) PAM per m3 yang mencapai Rp.9.000 per m3, maka manajemen perusahaan mengambil kebijakan agar lebih banyak mengkonsumsi air bawah tanah dibanding dengan air PAM dengan pertimbangan ekonomis, dan hanya menggunakan air PAM pada saat tenaga listrik yang digunakan tidak berfungsi.

Pertanyaan :
a. Pemungutan Pajak Air Tanah di dominasi oleh fungsi Regulerent , Uraikan dengan jelas perlakuan perpajakan PAT yang menunjukan adanya tujuan / fungsi Regulerent tersebut.

b. Sebagai salah  seorang Staf Dinas pelayanan Pajak Saudara diminta untuk menyusun kebijakan Harga Dasar Air Tanah per m3 dengan ketentuan HDA Air Tanah   per m3 pada penggunaan air tanah sd 50 m3 lebih mahal 30 % dari pada HDA air PAM dan tentukan pula HDA Air Tanah dengan  progresif HDA 20% pada setiap level Volume Air.
c. Hitung berapa kewajiban PAT PT. Amanah jika diketahui Progresif HDA sbb :


     Sd 50 m3    = Rp, 10.000,-

51 sd 100 m3 
= Rp. 12.000,-


101 sd 250 m3  = Rp. 15.000,-

251 sd 500 m3 = Rp. 20.000,-


501 sd 1000m3 = Rp. 25.000,- 

> 1000 m3
= Rp. 30.000,-

SOAL II (Bobot 25% - sesuai dengan SAP No. 10)

Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk Masa Pajak Januari, Pebruari, Maret 2016. Setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban perpajakannya, Petugas Pemeriksa Dinas Pelayanan Pajak  Daerah melakukan pemeriksaan dan penetapkan pajak yang terutang secara jabatan pada bulan Nopember 2016. Berdasarkan penetapan pajak secara jabatan dihitung bahwa pajak yang terutang adalah :

Januari 
Pajak Restoran Rp. 160.000.000,00 

SSPD 
Rp. 100.000.000,-

Pebruari
Pajak Restoran Rp. 180.000.000,00

SSPD
Rp. 120.000.000,-

Maret 
Pajak Restoran Rp. 210.000.000,00 

SSPD
Rp. 150.000.000,-

a.
 Hitunglah berapa Ketetapan pajak yang harus dibayar menurut SKPDKB yang ditetapkan tanggal 15 Nopember 2016.

b. 
Jelaskan dasar perhitungan Saudara dalam pengenaan sanksi administrasi berupa bunga maupun sanksi administrasi kenaikan pajak, sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah yang Saudara ketahui.

SOAL III (Bobot 25% - sesuai dengan SAP No. 9)

 Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 bentuk kepentingan yaitu pertama ; reklame sebagai penyumbang pendapatan Daerah (fungsi budgetair), kedua ; reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi regulerend) dan ketiga ; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha.
Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame ( NSR ), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tariff kelas jalan. Semakin strategis titik / letak pemasangan reklame maka tariff kelas jalan nya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produck yang di promosikan tsb.

Sebagai contoh lokasi penempatan reklame di Jl. Sudirman – Thamrin  (kelas jalan Protokol A) menempati tariff kelas jalan tertinggi yaitu Rp. 15.000,- / m2 / hari.

PT. SAMPOERNA melakukan penyelenggaraan reklame rokok dengan ukuran 15 x 15 m di Jl. Jenderal Sudirman, reklame dibangun sejak tanggal 1 Januari 2016 dan pengurusan perizinan baru dilaksanakan pada bulan April 2016 dengan SKPD Pajak Reklame tanggal 1 Mei 2016, diketahui tarif kelas jalan tersebut Rp.25.000/m2 per hari dan jumlah hari setahun adalah 365 hari.
Disamping itu PT. Sampoerna juga melakukan pemasangan Reklame Rokok pada Kendaraan Operasional milik perusahaan dengan ukuran 2 x 1,5 m2 (Kendaraan tersebut beroperasi di seluruh kelas jalan di DKI Jakarta) dan melakukan pemasangan reklame pada Kendaraan Umum (Bus) route Blok M – Kota dengan ukuran 3 x 1,5 m.  ( catatan : NSR Reklame berjalan/kendaraan Rp. 5000,- / m2 / hari ).

Pertanyaan :

a. Jelaskan pengertian Pajak Reklame, komponen apa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Reklame dan hitung berapa kewajiban Pajak Reklame yang harus dibayar oleh PT. SAMPOERNA jika masa penyelenggaraan reklame sampai dengan 30 April 2017, termasuk sanksi administrasi.
b. Jelaskan analisis Saudara untuk penetapan tariff kelas jalan reklame kendaraan yang memenuhi asas keadilan

c. Perlakuan perpajakan apa yang diterapkan dalam rangka mengakomodir ketiga kepentingan dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana mukadimah di atas.

SOAL IV (Bobot 25% - sesuai dengan SAP No. 9,10)

Pada tanggal 18 Agustus 2016 terdapat penyelenggaraan hiburan Insidental yang diselenggarakan oleh Perusahaan “T-Audi Entertainment”,   dengan menggunakan ruangan pertemuan Hotel dan telah mendapat izin dari PT. Marina  selaku manajemen hotel, HTM seharga Rp. 2.000.000,- dengan Jumlah tiket yang dicetak sebanyak 1.000 lembar dengan Nomor A. 0001 s.d A.01000 dan pada saat penyelanggaraan realisasi  tiket terjual sebanyak 760 lembar, dan juga melegalisasi tiket seharga Rp. 1.000.000,- dengan jumlah tiket dicetak sebanyak 500 lembar tiket dengan nomor seri Nomor B. 0001 s.d B.0500, dengan realisasi terjual sebanyak 480 lembar.
   
Bagaimana perlakuan perpajakan / mekanisme pemungutan pajak terhadap penyelenggaraan hiburan Insidental di Hotel tersebut dan berapa Pajak Hiburan yang harus dibayar, hitung pula jika ternyata tiket ( HTM Rp.2.000.000,-)  terjual sebanyak 1200 lembar dan tiket (HTM Rp. 1.000.000,- ) terjual sebanyak 700 lembar.

------------- Selamat Ujian --------------

	Di-review oleh

	Ka Prodi
	Tim Reviewer

	
	


Mahasiswa diharapkan mampu mensimulasikan pemenuhan kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak.











2.2.4 Mahasiswa mampu mensimulasikan prosedur pelaporan, keberatan dan banding.








2.2.3 Mahasiswa mampu menghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang








2.2.1 Mahasiswa mampu menjelaskan teori/ konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah








2.2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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